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Pendahuluan I’IDANA
Sistem Penuntutan Pidana Moderen
Sejarah Hukum Acara Pidana
Pihak Yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana
Penyelidikan Dan Penyidikan
Penangkapan Dan Penahanan
Penggledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat
Penuntut Umum Dan Surat Dakwaan
Pra Peradilan Dan Ganti Rugi
Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan
Pembuktian Dan Alat Bukti
Putusan Hakim
Upaya Hukum
Pelaksanaan Putusan Hakim
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BABI.PENDAHULUAN S

A. Pengertian H A pidana <
Salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku
di suatu negara sebagal dasar dan aturan yang
menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa
sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana
dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan
melakukan perbuatan pidana (mulyatno)
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B 1. Mencari dan menemukan
Fungsi kebenaran

H A 2. Pemberian putusan oleh
Pldana hakim

3. Pelaksanaan putusan
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Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya
mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yg
selengkaplengkapnya dr suatu perkara pidana dg
menerapkanketentuan hk acarapidanascr jujur dan tepat,
dg tujuan utk mencarisiapakahpelakuyg dpt didakwakan
melakukan suatu pelanggaran dan selanjutnya meminta
pemeriksaandan putusan dr pengadilanguna menemukan
apakahterbukti bahwa suatutindak pidanatelah dilakukan
danapakahorangyg didakwakantsb dpt dipersalahkan
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D. Sumber
H A Pidana
Sesudah 31
12-1981
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Tahun 198

UU Khusus




KUHAP (UU No. 8 Th 81) hadir menggantikan HIR dg tujuan utk

memperbaiki kelemahan-kelemahan yg ada dim HIR, antara

lain:
Lbh memberikan jaminan pengakuan HAM pd tersangka /
terdakwa mll penjaminan kepastian hukum (ex adanya
pembatasan masa penahanan pd tiap-tiap jenjang
pemeriksaan)
Adanyapembatasankewenanganpetugaspenegakhukum dim
masing masingjenjangpemeriksaandiferensiasiungsional)
Pemeriksaan tersangka dg menggunakan metode scientific
crimedetection.
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1. ASAS LEGALITAS

Konsideran KUHAP huruf a
( Bahwa negara Rl adl neg hk yg berdasarkan Pancasila&
UUD 45 yg menjunjung tinggi HAM serta yg menjamin segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dlm hukum dan
pemerintahan itu tdk ada kecualinya.o )

Bhw pelaksanaan penerapan KUHAP hrs bersumber pd titik

tolak the rule of law shg setiap tindakan para penegak hk
nrs:

Berdasarkan ketentuan hk dan UU.

Menempatkan kepentingan hukum dan perUUan di atas
segala-galanya
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2. XSAS KESEIMBANGAN

Konsideran KUHAP huruf c.
Bahwa dim setiap upaya penegakan hukum harus selalu
mengusahakan keseimbangan antara:
1. Perlindungan thd kepentingan dan ketertiban
masyarakat.
2. Perlindungan thd harkat dan martabat
manusia.
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3. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

PenjelasatuMUMbutir3.
Ditinjau dari segi teknis yuridis atau dari segi teknis penyidikan
dinamakanO B O EakuSdfuB(accusaturyprocedure/ accusatorial
OU OO Aakn@ h &
1. Menempatkan tersangka / terdakwa dim setiap jenjang
pemeriksaansbg subyek dan bukan sbg obyek pemeriksaan,shg
tersangka/ terdakwa hrs diperlakukansbg layaknyamanusiayg
mempunyaiharkat, martabat, danhargadiri.
2. Ygmjd obyekdim pemeriksaanadl kesalahar' tindak pidanayg
dilakukantersangka/ terdakwa
HIRmenerapkamrinsipinkuisitur(kebalikardr akuisitur)
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4. XSAS GANTI RUGI DAN REHABILITASI

Pasal 9507 KUHAP

Pasal 95

Gantirugi dpt dilakukanoleh tersangka,terdakwa, maupun
terpidana atas akibat adanya penangkapan, penahanan,
penuntutan,danpengadilansertatindakanlainyg:

- Tanpa alasan yg berdasarkan UU

- Kekeliruan atas orang

- Kekeliruan hukum yg diterapkan

Tuntutan ganti rugi diajukan mll sidang praperadilan
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Pasal7/

Rehabllitasidpt diajukanoleh seseorangyg diputus bebas

atau lepas dari segala tuntutan hukum atas putusan
nengadilanyg tlh incracht
Permintaanrehabilitasitersangkaatas penangkapanatau
penahanan tanpa alasan yg berdasarkan UU, atau
Kekeliruanmengenaliorangnyaatau hukumyg diterapkan,
yg tdk diajukanke PN, diputus mll sidang diterapkan,yg
tdk diajukanke PN, diputusmll sidangpraperadilan(Psl97
ayat3)
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9. ASAS UNIFIKASI

Konsiderarhurufb.
Mengganti pluralisme hukum kolonial (utk wil Jawa&Madura
HIR,sdkutk luarJawa&MaduraRBg)
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6. ASAS PERADILAN CEPATSEDERHANZA,

DAN BIAYA RINGAN

Pasal 50
Setiap tersangka / terdakwa berhak:
- Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik
- Segera diajukan kpd penuntut umum oleh penyidik
- Segera digajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
- Segera diadili oleh pengadilan
Permasalahan ialah KUHAP tdk mengatur sanksi apabila
ketentuan spt dim psl 50 di atas dilanggar
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7. ASAS OPORTUNITAS / DEPONERING

Hak yg dimiliki oleh Kejaksaanselaku Penuntut Umum utk
tidak mengajukantuntutan suatu perkarake pengadilanatas
pertimbangandemikepentinganumum.

Diatur dim pasal8 UU PokokKejaksaarNo 15Th 1961

sulthon (c) 2014



8. ASAS PEMERIKSA AN PENGADILAN SCR

TERBUKA& UTK UMUM

Pasall53 (3)
Untuk memenuhi tuntutan prinsip demokrasi dan

transparansi tdkooleh ada yg dirahasiakan sggsuatuyg
menyangkut pemeriksaan tersangkerdakwa
Kecuali thdsidang kasus kesusilazerta & kasuslg
terdakwa anakanak.
Apabilaasas inl dllanggd{onsekuen3| putusan pangadllan
OAAOAT AAI E EOEOIi o6 § AUAO
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1. Prinsip pembatasan
penahanan

2. Prinsip penggabungan
pidana dg tuntutan ganti rugi.

3. Prinsip diferensiasi
fungsional.

4. Prinsip saling koordinasi.
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BAB I
SISTEM PENUNTUTAN PIDANA MODERN

Negara tidak menganut sistem oportuniti atau legalitas
Inggris  -) penuntut ialah seorang polisi
-) setelah tahun 1986 memiliki penuntut umu@rown
prosecutoservice
-) tidak mengenal oportuniti tetapi adprosecutorial
disretion
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b. Negara negara yang menganut asas oportunitas
Belanda -) Ministrie van Justitie (kejaksaan) sbg penuntut
-) perkara dikesampingkan krn kebijakan
-) karena teknis
-) karena digabung dgn perkara lain
Jepang
Norwegia -) dapat menjatuhkan sanksi
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c. Negaranegara yang menganut azas legalitas
Jerman -) perinsipnya perkara tidak boleh di kesampingkan
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B L

FDidominasi oleh FHukum tertulis
hukum tidak tertulis (kodifikasi)
atau hukum kebiasaan FAda pemisahan secara
melalui putusan hakim tegas dan jelas antara
FTidak ada pemisahan hukum publik dengan
yang tegas dan jelas hukum privat

antara hukum publik
dan privat
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ZMenggunakan juri yang memeriksa
fakta kasusnya menetapkan
kesalahan dan hakim hanya
menerapkan hukum dan
menjatuhkan putusan

FHakim terikat pada putusan hakim
sebelumnya dalam perkara yang
sejenis melalui asas The Binding of
precedent*

£ Adversary system :pandangan
bahwa didalam pemeriksaan
peradilan selalu ada dua pihak yang
saling bertentangan baik perkara
perdata atau pidana
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 Tidak menggunakan juri sehingga
tanggung jawab hakim adalah
memeriksa kasus, menentukan
kesalahan, serta menerapkan
hukumnya sekaligus menjatuhkan
putusan.

£ Hakim tidak terikat dan tidak
wajib mengikuti putusan hakim
sebelumnya. Asas Bebas **

FHanya dalam perkara perdata yang
melihat adanya dua belah pihak
yang bertentangan (penggugat dan
tergugat)dan perkara pidana
keberadaan terdakwa bukan
sebagal pihak penentang



BAB llI
SEJARAH HUKUMACARA PIDANA

Garis Besar

1838A Belandamerdekadari Prancis

174 7/A VOCtelah membuataturansendiribagiHindiaBelanda

PeneraparAsaskonkordans) pro (egisme-kontra

GubJenRochussen

Suatukeharusaruntuk membuat peraturanpengadilanyang

terpisahbagi masing masinggolonganpenduduk dikarenakan
nerbedaarkecerdasandan Bumiputeramembutuhkan
peraturanyanglebih sederhana
HindiaBelandadalamposisidijajah,memudahkarurusanhukum
di wilayahjajahan Apabiladitemukankesulitandilapangan
dalammenerapkanmaturan, makareglemenitulah yangharus
tunduk padakenyataan
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Hulturn Acara Pidana masa IR dan HIR

InlandschReglemen({iR)berlakusejakl Mei 1848ebagal
hukumacarapidanadanperdatabagi BumiputeraA Landraad
Reglemenbp deStrafvorderindRR)dan Reglemenbp de
RechsvorderinRS)bagiGol.EropadA RaadvanJustitie.

Hoggerecht

!

RVJ

Landraad
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TujuanperubahanlRmenjadiHIR :
AgarpenyesualarperaturaniRdenganperaturanyang
berlakubagiorangeropa denganmempertahankarsifat
kesederhanaarmlariacarayangberlakubagiiLandraad
KenyataamyalRdanHIRmasihditerapkanbersamaan
Bandung, Batavia, Semarang, Malang (HIR)Xilkbta-kota
lain

InstitusiPengadilanerbagidua
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Pengadilan Perdata

Indonesia Eropa
Districtgerecht Residentigerecht
-Regentschapgerecht RaadvanJustitie
Landraad Hooggerechtshof
RaadvanJustitie

Hooggerechtshof
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Hulwrn Acara rnasa Penjajanan Jepang

LandgerechthA KeizaiHooin (P Negara
DistrictsgerechthA GunHooin (P.Kewedanaai)
Regentschpsgerechdy KenHooin(P.Kabupater
LandraadA TihoonHooin (P. Karisidena
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2 Pengadilan Baru

Raao\/anJustltleooin (PT)

HooggerechtshofA SaikonHooin(MA)
JepangmenghapudsDualismepengadilan
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